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ABSTRACT

Economic globalization have brought impact progiesly the
increasing of international transaction or cro®®rder transaction.
Goods current, people, service, and investment heawme to
collapsible duplicate. In this time movement ofdfamd capital from
one state to other state become bigger than preijouln
multinational environment, happened various tratigsc between
member covering sale of service and goods, righense and other
intangible assets, ready of loan etcetera. Priagkioig to the various
transaction between the corporation member recaghizith the title
transfer pricing. Practice of this transfer pricingefore now is only
done by company solely just for assessing perfocmalbetween
company division or member, but along with pracgpech growth of
transfer pricing often also be wearied for the mgeaent of tax that is
a effort for the minimization of the amount of vaxich must be pay.

The purpose of the transfer pricing finance datantmission
among company divisions or departments when thémg esich other
service and goods one another. Besides the tatgetused to evaluate
division performance and motivate seller divisioanager and buyer
division to compatible decision with a purpose damnpany as a whole

Keywords economic globalization, transfer pricing, tax

PENDAHULUAN

Interdependensi antar negara yang diikuti dengamak® pesatnya
hubungan perdagangan dan ekonomi khususnya di gigeenmodalan telah
menimbulkan suatu perkembangan tatanan baru dat@aekgnomian dunia, yaitu
munculnya unifikasi ekonomi global dengan kecendgam ke arah regionalisasi
maupun globalisasi. Globalisasi ekonomi telah memabadampak semakin
meningkatnya transaksi internasional ataoss border transactionArus barang,
orang, jasa, dan permodalan (investasi) antarndgéla menjadi berlipat ganda.
Saat ini pergerakan modal dan dana dari satu néganegara lain menjadi lebih
besar dari sebelumnya. Lahirngeneral Agreement on Trade and Ta(&ATT)
dan World Trade OrganisatiofWTO) telah mengurangi kendala-kendala dalam
pergerakan barang, jasa dan modal antar negamssaP@an-perusahaan tidak lagi
membatasi operasinya hanya di negara sendiri, ttapi merambah ke manca
negara dan menjadi perusahaan multinasional dasniaaional. Mereka beroperasi
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melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampiuss negara berkembang
dan pasar-pasar yang sedang tumbuh.

Dalam lingkungan perusahaan multinasional, terjagiibagai transaksi
antaranggota yang meliputi penjualan barang dee, jésensi hak dan harta tak
berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan sebagaignentuan harga atas
berbagai transaksi antar anggota korporasi tersbkemal dengan sebutamansfer
pricing (harga transfer). Praktittansfer pricingini dulunya hanya dilakukan oleh
perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kirgrjar anggota atau divisi
perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangannzaraitik transfer pricing
sering juga dipakai untuk manajemen pajak yaitu ugkb usaha untuk
meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

TRANSFER PRICING

Bagi organisasi yang terdesentralisasi, keluaransgduah divisi dipakai
timbulnya suatu mekanisméransfer pricing Transfer pricing didefenisikan
sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dakwmukaran antar divisional
untuk mencatat pendapatan divisi penjgall{ng division dan biaya divisi pembeli
(buying divisolh (Henry Simamora, 1999:272)Transfer pricing biasanya
ditetapkan untuk produk-produk antaratérmediate produgtyang merupakan
barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh deungual kepada divisi pembeli.
Bila dicermati secara lebih lanjutransfer pricing dapat menyimpang secara
signifikan dari harga yang disepakati. Oleh kargndransfer pricingjuga sering
dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara atdegang ditujukan untuk
mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jupdgak atau bea dari suatu
negara.

TUJUAN TRANSFER PRICING

Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk nmsmbiaikan data
keuangan di antara departemen-departemen ataudiigigperusahaan pada waktu
mereka saling menggunakan barang dan jasa satu lsaméHenry Simamora,
1999:273) Selain tujuan tersebutansfer pricing terkadang digunakan untuk
mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajesisi penjual dan divisi
pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasadenguan perusahaan secara
keseluruhan.

Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasiotrahsfer pricing
digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yangekaekeluarkan diseluruh
dunia. Transfer pricing can effect overall corporate inaamaxes. This is
particulary true for multinational corporation@iansen and Mowen, 1996: 496).

METODE TRANSFER PRICING
Beberapa metodiansfer pricingyang sering digunakan oleh perusahaan-
perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/dempaitéasi yaitu :
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1. Harga Transfer Dasar Biay&dst-Based Transfer Pricifg
Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas ldaya menetapkan
harga transfer atas biaya variabel dan tetap yasm dalam tiga pemilihan
bentuk yaitu : biaya penulfu{l cos), biaya penuh ditambahark-up(full cost
plus markup dan gabungan antara biaya variabel dan tetampaple cost plus
fixed fed.

2. Harga Transfer atas Dasar Harga Padarket Basis Transfer Pricing
Apabila ada suatu pasar yang sempurna, meticehsfer pricingatas dasar
harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling ademkarena sifatnya
yang independen. Namun keterbatasan informasi pasarterkadang menjadi
kendala dalam mengunakaansfer pricingyang berdasarkan harga pasar.

3. Harga Transfer Negosiasii¢gotiated Transfer Pricgs
Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memaekiam divisi-divisi
dalam perusahaan yang berkepentingan dengansfer pricing untuk
menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. &ldrgnsfer negosiasian
mencerminkan prespektif kontrolabilitas yarigheren dalam pusat-pusat
pertanggungjawaban karena setiap divisi yang beritaman tersebut pada
akhirnya yang akan bertanggung jawab atas hargsférayang dinegosiasikan.

TRANSFER PRICINGPADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ini
berdasarkan jangkauan geografis operasi perusajmatangolong ke dalam
transfer pricing transnasionalTransfer pricingtransnasional berkenaan dengan
transaksi antardivisi dalam satu entitas hukum atatarentitas legal dalam satu
entitas ekonomi yang meliputi berbagai wilayah. asggtan transfer pricing
domestik berhubungan dengan penghitungan hargsferabarang atau jasa antar
badan dalam satu grup korporasi besar atau aniar dalam satu korporasi dalam
satu wilayah (Gunadi, 1999) Memperhatikan deskrijigias, kiranya jelas bahwa
transfer pricing adalah hal yang lazim digunakan dalam manajemenu sua
perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki  E#jum pusat
pertanggungjawaban yang berbeda, sebagaimana ldikatzleh Shapiro dalam
Gunadi (1994:42) bahwa dari aspek manajemen keonatrgasfer pricingdapat
merupakan instrumen perencanaan dan pengendalieanisme arus sumber daya
entitas ekonomi bagi perusahaan secara keseluruimémk keperluan perencanaan
dan pengendalian manajerial, suatu entitas legal ahtitas ekonomi (beberapa
entitas legal yang berada dalam kepemilikan atawgysesaan yang sama) dapat
dipecah menjadi beberapa pusat responsibi{itasponsibility center) Pusat ini
dapat berupa divisi, departemen atau suatu eriége dalam jaringan entitas
ekonomi. Pusat tersebut merupakan suatu lokasvitaleti yang manajernya
mendapat delegasi otoritas pengendalian, dan @edn&nya mempunyai tanggung
jawab atas aktivitas tersebut selama masa ter{@uinadi 1994:12). Selanjutnya,
Horngren & Foster dalam Gunadi (1994:9) memberigangertian tentang empat
pusat responsibilitas, yaitu:
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(1) Pusat biayadpst center
Suatu pusat responsibilitas yang manajernya menapyengaruh (dan oleh
karenanya bertanggung jawab) atas biaya, yang dhrabulkan oleh suatu
center atau investasi yang mendatangkan penghasilan
(2) Pusat penghasilgrevenue center)
Suatu pusat responsibilitas yang manajernya begtang jawab atas
pengendalian penghasilan yang diproduksi oleh osyde
(3) Pusat labdprofit center)
Suatu pusat responsibilitas yang manajernya begtangg jawab untuk
mengendalikan biaya maupun penghasilan
(4) Pusat investaginvestment center)
Suatu pusat responsibilitas yang manajernya mengppeyngaruh atas biaya,
penghasilan dan perencanaan serta pengendaliastanive
Berdasarkan deskripsi di atas, menurut Gunea{ centerdan revenue
centerhanya bertanggung jawab atas satu hal (biaya ataghpsilan) saja, manajer
profit center bertanggung jawab atas keduanya, sedangkan managstment
centerselain bertanggung jawab atas laba juga bertang@wab atas investasi
(Gunadi 1994:13) Dengan dikenalnya entitas dengdherdapa pusat responsibilitas
dalam suatu korporasi multinasional, istildansfer pricingsering disebut juga
dengan istilalintracompany pricing”, “intercorporate pricing”, “interdivisional
pricing” atau “internal pricing”. Ada dua tujuantransfer pricing yang ingin
dicapai oleh perusahaan multinasional yaitu :
1. Performance Evaluatiaon
Salah satu alat yang dipakai oleh banyak perusatt@lam menilai kinerjanya
adalah menghitung berapa tingkat ROI-nya aReturn On Investment
Terkadang tingkat ROI untuk satu divisi dengan siivainnya dalam satu
perusahaan yang sama berbeda satu dengan yanllisainya divisi penjual
menginginkan harga transfer yang tinggi yang akamingkatkanincome
yang secara otomatis akan meningkatkan ROI-nyapiteti sisi lain, divisi
pembeli menuntut harga transfer yang rendah yamginya akan berakibat
pada peningkatan income, yang berarti juga pentagkalalam ROI. Hal
semacam inilah yang terkadang membuasfer pricingitu berada di posisi
yang terjepit. Oleh karena itu untuk mengatasi psatahan seperti ini, induk
perusahaan akan sangat berkepentingan dalam pandrstga transfer.
2. Optimal Determination of Taxes
Tarif pajak antar satu negara dengan negara yamdésbeda. Perbedaan ini
disebabkan oleh lingkungan ekonomi, sosial, poli@n budaya yang berlaku
dalam negara tersebut. Afrika misalnya, karenaktihgnvestasi rendah, tarif
pajak yang berlaku di negara tersebut juga renbetiapi apabila kita berbicara
tentang Amerika, tidak mungkin tarif pajak yanglakn di negara tersebut
sama dengan di negara Afrika. Hal ini jelas, kardnamegara maju seperti
Amerika tingkat investasi sangat tinggi, yang diikdn dengan tingkat
pertumbuhan badan usaha yang semakin meningkas. ddaar inilah tarif
pajak yang ditetapkan di negara yang bersangkirtggit
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Suatu survey yang dilakukan oleh Ernst & Young L{I899) menemukan
bahwa masalahtransfer pricing merupakan masalah utama dalam bidang
perpajakan selama kurun waktu dua tahun terakimg yarjadi pada perusahaan-
perusahaan multinasional di seluruh dunia. Oleleraitu banyak kantor akuntan
publik melakukanaudit compliance untuk melakukan pemeriksaan atas masalah
transfer pricingini yang memang berpengaruh terhadap jumlah pagal yharus
dibayarkan. Gambar berikut ini akan memperlihatkmisentase dilakukannya
audit compliancepada perusahaan perusahaan multinasional yangbadersi
berbagai negara besar di dunia. Biasanya cegafkaiaygng dilakukan oleh
negara-negara dengan adaingasfer pricingadalah membuat suatu kewenangan,
dimana pemerintah diberikan wewenang untuk menentldlembali dengan cara
me-realokasikan kembali jumlah laba dan biaya-biggag timbul di perusahaan
multinasional yang notabene punya beberapa disésiingga laba dan biaya-biaya
yang timbul sebagai hasil transaksi antar divissdbut yang ditengarai sebagai
suatu praktiktransfer pricingyang bisa meminimalkan pajak terutang dapat di
cegah. U.S.Based multinationals are subject to Internal Rewe@ode Section
482 on the pricing of intercompany transactionsisTéection gives the IRS the
authority to reaalocate income and deductions amaivisions if it believes that
such reallocation will reduce potentiak tax evasigtansen and Mowen, 1996:
543).

Lebih lanjut ditegaskan bahwa dalam IRS, apabilgde transaksi antar
divisi dalam perusahaan multinasional atau tetjagisaksi dalam perusahaan yang
mempunyai hubungan istimewa, maka harga yang hertadalah harga yang
timbul apabila transaksi tersebut dilakukan dengiaak-pihak di luar perusahaan
atau dengan kata lain, transaksi dilakukan denglaakgpihak yang tidak punya
hubungan istimewa.

OTORITASFISKAL DAN ISU TRANSFER PRICING

Meskipun dari sisi korporasi multinasiortednsfer pricingmerupakan alat
untuk memobilisasi laba usaha untuk tujuan usahany@ritas fiskal (aparat
perpajakan) selalu menginginkan transaksi yang aderjantardivisi atau
antarperusahaan dalam satu grup tetap mengacihpegapasar wajar dan bersifat
arm’s length.

Negara berkembang, termasuk Indonesia, menyaddmvebakorporasi
multinasional dengan berbagai kelebihannya mempei@n rekayasaransfer
pricing untuk mengalihkan potensi pajak Indonesia ke nelgémadengan berbagai
dalih, alasan dan justifikasi atas rekayasa tets&€beh karenanya, otoritas fiskal
secara subyektif memandang tujuan dilakukantngasfer pricingadalah untuk
menghindari pajak, terutama terkait dengan isu meaig kelayakan alokasi
penghasilan, keuntungan dan biaya di antara jkssgiajak yang berbeda-beda
dimana korporasi multinasional tersebut beroperasi.

Terkait dengan isuransfer pricing secara umum otoritas fiskal harus
memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajddadap dugaatransfer
pricing mendapat justifikasi yang kuat. Kedua hal prinsigdi adalah: (1) afiliasi
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(associated enterpriseg}tau hubungan istimewgspecial relationship)dan (2)
kewajaran ataarm’s length principlgBhakti 2002:30-34).

AFILIASI (ASSOCIATED ENTERPRISES)

Pengertian mengenai hubungan istimewa menurut Beany Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK No.7) adalah sebagai berifa) perusahaan yang
melalui satu atau lebih perantarant¢rmediarie}, mengendalikan, atau
dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengemdbfasama, dengan perusahaan
pelapor (termasulholding companies, subsidiariatan fellow subsidiaries (b)
perusahaan asosiasasgociated compahy(c) perorangan yang memiliki, baik
secara langsung maupun tidak langsung, suatu keganthak suara di perusahaan
pelapor yang berpengaruh secara signifikan, damgadagkeluarga dekat dari
perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan amdgidtiarga dekat adalah
mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atangdipghi perorangan tersebut
dalam transaksinya dengan perusahaan pelaporafgawan kunci, yaitu orang-
orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawabk umerencanakan,
memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaapgejang meliputi anggota
dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusabaga anggota keluarga dekat
orang-orang tersebut (e) perusahaan di mana seatntingan substansial dalam
hak suara dimiliki baik secara langsung maupurktidagsung oleh setiap orang
yang diuraikan dalam (c) atau (d), atau setiapgtarsebut mempunyai pengaruh
signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencalenusphaan-perusahaan yang
dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pgamg saham utama dari
perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yangpunyai anggota
manajemen kunci yang sama dengan perusahaan peRgmgertian hubungan
istimewa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan INoTahun 2000 (UU
PPh) adalah: hubungan istimewa dianggap ada apé&bild/ajib Pajak mempunyai
penyertaan modal langsung atau tidak langsunggedindah 25% (dua puluh lima
persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antsggib Pajak dengan
penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima pgnsada dua Wajib Pajak atau
lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pafau lebih yang disebut
terakhir, atau (b) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainatgas dua atau lebih
Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang saikdahgsung maupun tidak
langsung; atau (c) terdapat hubungan keluargadesiirah maupun semenda dalam
garis keturunan lurus dan atau ke samping satjadera

KEWAJARAN (ARM'S LENGTH PRINCIPLE)

Syarat kedua darharga transferadalah kewajaran. Prinsip kewajaran
berarti mengacu kepada sesuatu yang dianggap Wégaalah yang timbul adalah
acuan yang digunakan apakah dapat dikatakan selgaratau comparable
Menyangkut masalah kewajaran, PSAK No.17, menyentbahwa pengakuan
akuntansi suatu pengalihan sumber daya secara Indidaaarkan pada suatu harga
yang disepakati pihak yang bersangkutan. Harga Ysenigku antara pihak yang
tidak mempunyai hubungan istimewa adalah hargaukendn antara pihak yang
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independen (arm's length pricePihak yang mempunyai hubungan istimewa
mungkin mempunyai suatu tingkat keluwesan dalamsge@enentuan harga, yang
tidak terdapat dalam transaksi antara pihak yadgktimempunyai hubungan
istimewa Sedangkan menurut UU PPh menyebutkan hal-hal selmsyikut:
“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukembali besarnya
penghasilan dan pengurangan serta menentukan wgebggai modal untuk
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagbWajak yang mempunyai
hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sedaapan kewajaran dan
kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh huhuigfanewa”. Menururm’s
length principle, harga-harga transfer seharusnya ditetapkan supayeatd
mencerminkan harga yang disepakati sebagaimarsaksirtersebut dilakukan oleh
pihak-pihak yang tidak terkait yang bertindak sadagbas. Dapat dijelaskan bahwa
apabila terjadi transaksi antara perusahaan yamgjliiehubungan istimewa maka
kondisi dari transaksi tersebut haruslah sama detmgasaksi antara pihak yang
independen, sehingga ketidaksesuaian, dapat mdrkabalilakukannya koreksi
oleh pihak otoritas fiskal.

ADVANCE PRICING AGREEMENT (APA) DAN PENANGANAN KASUS
TRANSFER PRICING MENURUT HUKUM POSITIF PERPAJAKAN
INDONESIA

Undang-undang perpajakan Indonesia selama  sepul@dhunt
keberadaannya, belum pernah mencantumkan secapdisiéksstilah transfer
pricing maupun penanganannya Perhatian lebih terhadap ahdssdsfer pricing
ini, membuat pemerintah memasukkan klausul masadatting ini dalam Paket
Perubahan Undang-Undang Pajak Tahun 2000. Passhyas (3a) UU PPh
menyebutkan bahwaDJP (Dirjen Pajak) berwenang melakukan perjanjamgdn
wajib pajak dan bekerja sama dengan pihak otom@sk negara lain untuk
menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yargmpunyai hubungan
istimewa, yang berlaku selama suatu periode tertedan mengawasi
pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi sepeldbde tertentu tersebut
berakhif. Memori penjelasan pasal tersebut menyatakan balkesepakatan
harga transferXdvance Pricing AgreemeéAPA) adalah kesepakatan antara wajib
pajak dengan DJP mengenai harga jual wajar produnlg wihasilkannya kepada
pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewelated partiey} dengannya.
Tujuan diadakannya APA adalah wuntuk mengurangi aderya praktik
penyalahgunaatmansfer pricingoleh perusahaan multi nasional. Persetujuan antara
wajib pajak dengan DJP tersebut dapat mencakuprdggbdial antara lain harga
jual produk yang dihasilkan, jumlah royalty, dannikin, tergantung pada
kesepakatan. Keuntungan dari APA selain memberkgpastian hukum dan
kemudahan penghitungan pajak, fiskus tidak perliakog&an koreksi atas harga
jual dan keuntungan produk yang dijual wajib pd§ekada perusahaan dalam grup
yang sama. APA dapat bersifat unilateral, yaituupakan kesepakatan antara DJP
dengan wajib pajak atau bilateral, yaitu kesepakatatara DJP dengan otoritas
perpajakan Negara lain yang menyangkut wajib pajakg berada di wilayah
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yurisdiksinya”. Berdasarkan hal tersebut, pengatutabih jauh mengenai
bagaimana wajib pajak mencapai kesepakatan haagaféer dengan DJP melalui
APA menjadi hal yang penting mempertimbangkan ekireksi fiskal yang dapat
dilakukan oleh pihak otoritas pajak berkenaan dengualikasi ketidakwajaran
harga yang diberlakukan kepada pihak-pihak yangpoegai hubungan istimewa.

KESIMPULAN

Transfer pricingdidefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yhpakai
dalam pertukaran antardivisional untuk mencatatippatan divisi penjuakélling
division) dan biaya divisi pembelib(ying division. Transfer pricingsering juga
disebut dengamtracompany pricing, intercorporate pricing, inthvisional atau
internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk rkegre
pengendalian manajemen atas transfer barang dan gatar anggota (grup
perusahaan). Tujuamansfer pricingadalah untuk mentransmisikan data keuangan
di antara departemen-departemen atau divisi-dpggiisahaan pada waktu mereka
saling menggunakan barang dan jasa satu sam&#tain tujuan tersebutransfer
pricing juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi deemotivasi manajer
divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusaputusan yang serasi dengan
tujuan perusahaan secara keseluruhan. Pralaiisfer pricing sering digunakan
oleh banyak perusahaan sebagai alat untuk memikamglmlah pajak yang harus
dibayar. Adanya hubungan istimewa merupakan kuadi dilakukannya praktik
transfer pricingdalam bidang perpajakan. Hubungan istimewa dalampajskan
ditandai dengan adanya hubungan antara dua atu&ljib Pajak yang berada di
bawah pemilikan atau penguasaan yang sama baikaskecesung maupun tidak
langsung, adanya hubungan antara Wajib Pajak yamgpoenyai penyertaan 25%
atau lebih pada pihak yang lain. Hubungan istimgwga ditandai dengan adanya
hubungan keluarga baik sedarah dan semenda dafé&rkgairunan lurus dan/atau
ke samping satu derajat. Kekurang-wajaran dariahém@nsfer ifon arm's length
price) yang ditimbulkan dengan adanya praktiknsfer pricingdapat terjadi atas:
harga penjualan; harga pembelian; alokasi biayarastnasi dan umumolerhead
cos); pembebanan bunga atas pemberian pinjaman olehegaag saham
(shareholder loajy pembayaran komisi, lisendranchise sewa, royalti, imbalan
atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknikntlzadan atas jasa lain; pembelian
harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) mtek yang mempunyai
hubungan istimewa yang lebih rendah dari hargarppsajualan kepada pihak luar
negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak menyail substansi usaha.

Beberapa hambatan penerapan APA di Indonesia, tsefdekurangnya
sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusbsldngtransfer pricing (ii)
sistem pendataan dan dokumentasi yang masih belemadai dan terorganisir
baik; serta (iii) moralitas otoritas fiskal dan vieapajak yang masih perlu terus-
menerus diperbaiki, kiranya tidak dipakai untukadikan alasan agar tidak
meneruskan pembenahan prosedur teknis pengajuan yaRg telah dijadikan
salah satu alternatif pencegahan praktilansfer pricing pada Kkorporasi
multinasional dalam UU Pajak kita.
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